
No.1610, 2014 KEMENTAN. Jabatan Fungsional Pengawas
Mutu Pakan. Angka Kredit. Petunjuk Teknis.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 119/Permentan/OT.140/10/2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
111/ Kpts/OT.140/3/2005 telah ditetapkan Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas
Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;

b. bahwa dengan Peraturan Bersama Menteri Pertanian
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 114/
Permentan/OT.140/11/2013, Nomor 28 Tahun 2013
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka
Kreditnya, perlu diatur Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka
Kreditnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur
kembali Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
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Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya dengan
Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4332);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4192);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4017), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4193);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),
juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 164);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5258);

11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
juncto Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan
dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 794);
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16. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 114/
Permentan/OT.140/11/2013, Nomor 28 Tahun 2013
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN
DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka
Kreditnya seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka
Kreditnya merupakan dasar bagi pejabat fungsional, pengelola
kepegawaian, tim penilai, pejabat penetap angka kredit dan pejabat
lainnya dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kegiatan teknis
di bidang mutu pakan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pertanian
Nomor:111/Kpts/OT.140/3/2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2014

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



2014, No.1610 6



2014, No.16107



2014, No.1610 8



2014, No.16109



2014, No.1610 10



2014, No.161011



2014, No.1610 12



2014, No.161013



2014, No.1610 14



2014, No.161015



2014, No.1610 16



2014, No.161017



2014, No.1610 18



2014, No.161019



2014, No.1610 20



2014, No.161021



2014, No.1610 22



2014, No.161023



2014, No.1610 24



2014, No.161025



2014, No.1610 26



2014, No.161027



2014, No.1610 28



2014, No.161029



2014, No.1610 30



2014, No.161031



2014, No.1610 32



2014, No.161033



2014, No.1610 34



2014, No.161035



2014, No.1610 36



2014, No.161037



2014, No.1610 38



2014, No.161039



2014, No.1610 40



2014, No.161041



2014, No.1610 42



2014, No.161043



2014, No.1610 44



2014, No.161045



2014, No.1610 46



2014, No.161047



2014, No.1610 48



2014, No.161049



2014, No.1610 50



2014, No.161051



2014, No.1610 52



2014, No.161053



2014, No.1610 54



2014, No.161055



2014, No.1610 56



2014, No.161057



2014, No.1610 58



2014, No.161059



2014, No.1610 60



2014, No.161061



2014, No.1610 62



2014, No.161063



2014, No.1610 64



2014, No.161065



2014, No.1610 66



2014, No.161067



2014, No.1610 68



2014, No.161069



2014, No.1610 70



2014, No.161071



2014, No.1610 72



2014, No.161073



2014, No.1610 74



2014, No.161075



2014, No.1610 76



2014, No.161077



2014, No.1610 78



2014, No.161079



2014, No.1610 80



2014, No.161081



2014, No.1610 82



2014, No.161083



2014, No.1610 84



2014, No.161085



2014, No.1610 86



2014, No.161087



2014, No.1610 88



2014, No.161089



2014, No.1610 90



2014, No.161091



2014, No.1610 92



2014, No.161093



2014, No.1610 94



2014, No.161095



2014, No.1610 96



2014, No.161097



2014, No.1610 98



2014, No.161099



2014, No.1610 100



2014, No.1610101



2014, No.1610 102



2014, No.1610103



2014, No.1610 104



2014, No.1610105



2014, No.1610 106



2014, No.1610107



2014, No.1610 108



2014, No.1610109



2014, No.1610 110



2014, No.1610111



2014, No.1610 112



2014, No.1610113



2014, No.1610 114



2014, No.1610115



2014, No.1610 116



2014, No.1610117



2014, No.1610 118



2014, No.1610119



2014, No.1610 120



2014, No.1610121



2014, No.1610 122



2014, No.1610123



2014, No.1610 124



2014, No.1610125



2014, No.1610 126



2014, No.1610127



2014, No.1610 128



2014, No.1610129



2014, No.1610 130



2014, No.1610131



2014, No.1610 132



2014, No.1610133



2014, No.1610 134



2014, No.1610135



2014, No.1610 136



2014, No.1610137



2014, No.1610 138



2014, No.1610139



2014, No.1610 140



2014, No.1610141



2014, No.1610 142



2014, No.1610143



2014, No.1610 144



2014, No.1610145



2014, No.1610 146



2014, No.1610147



2014, No.1610 148


